
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dokumen 

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku 

Tahun 2022 telah dapat disusun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada keputusan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.   

 Dokumen ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah 

ditetapkan pada Tahun 2022.  

 Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan 

kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun   2022. 

 

Ambon,   Januari 2022 

Kepala Dinas 

 

 

 

Endang Diponegoro,S.P.,M.M 

Pembina Tk.I 

NIP. 196309291989021003 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara serta 

terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua 

pihak. Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, 

perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan dalam 

kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Maluku adalah komitmen dalam menyelengarakan pemerintahan dan 

pembangunan dalam mensukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Maluku. 

 

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROVINSI MALUKU 

 

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Maluku adalah :  

 

 “ Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 

dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan daerah provinsi “ 

 

Berkaitan dengan Tugas Pokok tersebut, Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Maluku adalah :  

 

1. Perumusan kebijakan di bibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

2. Melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

4. Melakukan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ; 

5. Melakukan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; 

6. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional  

7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya. 

 



 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Maluku dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 

oleh :  

 

1) Sekretariat membawahi : 

1.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

1.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

1.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset  

 

2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas membawahi :  

2.1 Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar 

Kerja 

2.2 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas  

 

3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratn Kerja 

membawahi : 

3.1 Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja ; dan  

3.2 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 

4) Bidang Pengawasan, membawahi :  

4.1 Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak dan  

      Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

4.2 Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

 

5) Bidang Transmigrasi, membawahi :  

5.1 Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 

5.2 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

 

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; sebagai berikut : 

- Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes Maluku, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pelayanan Keselamatan Kerja dan Hiperkes 

 

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.I, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak  

3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan  

 

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.II, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak  

3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan 

 

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.III, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak  



 

 

 

3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan 

 

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.IV, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak  

3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan 

 

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.V, membawahi :  

1. Sub Bagian Tata Usaha  

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak  

3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan 

 

7) Kelompok Jabatan Fungsional  

 

1.4 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA 

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan 

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang 

memuat sasaran strategis, indikatoe kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan 

anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan 

guna mencapai hasil (Outcome), adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas 

Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan  

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :  

a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi 

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik 

c. Percepatan untuk mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparatif 

dan akuntabel 

 

Sedangkan tujuan khususnya adalah :  

a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja Aparatur Pemerintahan  

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah  

c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah 

d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 

e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

PERJANJIAN KINERJA  

 

 

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

  

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun 

harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan 

kepada faktor - faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran 

mengambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / 

kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan 

berkelanjutanlima tahun.  

 

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. 

Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan 

dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan 

dan misi dalam upaya merealisasikan visi.  

 

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA  

 

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat 

memberikan penjelasan baik secara kuantitatif dan kualitatif mengenai apa yang akan diukur 

untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah 

tercapai. 

  

 Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menggunakan indikator kinerja tingkat hasil 

(outcome)dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibakan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja 

Tahun 2022 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas 

Perjanjian Kinerja) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

 Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang 

akan dicapai oleh para pejabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. 

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mendorong 

keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu Aparatur Sipil Negara yang bernaung 

dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk lebih meningkatkan 

kinerja. Demikian  Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini kami susun, semoga dapat 

memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang akan 

dicapai. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

PROVINSI MALUKU  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA            

TAHUN 2022 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROVINSI MALUKU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR & TARGET KINERJA   

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 



 

 

 

INDIKATOR & TARGET KINERJA   

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  

PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 

   

 

NO SASARAN                                  
KINERJA 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 

1. Terserapnya Pencari Kerja di Pasar 
Kerja  

Besaran tenaga kerja 
yang ditingkatkan 
mendapat pelatihan 
berbasis kompetensi 

21,67 

2. Mengurangi Pengangguran Melalui 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Pencari Kerja yang Produktif 

Besaran pencari kerja 
yang terdaftar yang 
ditempatkan 

3% 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan 
perlindungan tenaga kerja serta 
terpenuhinya tenaga kerja  

Besaran kasus yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama 
(PB) 

68,67% 

Jumlah Pekerja Buruh 
yang Menjadi 
Presentase Program 
BPJS  

90.000 orang 

Besaran Pemeriksaan 
Perusahaan  

2.500 perusahaan 

Besaran Perusahaan 
dan Tenaga Kerja 
yang mendapatkan 
pengujian lingkungan 
kerja dan 
pemeriksaan 
kesehatan tenaga 
kerja  

3,56 % 

4. Terciptanya kemandirian kawasan 
transmigrasi untuk menunjang 
ketahanan pangan dan 
pembangunan daerah  

Jumlah kawasan 
transmigrasi yang 
dibangun dan 
difasilitasi pelayanan 
sosial budaya 

4 kelompok 

5. Terwujudnya Good Governance pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jumlah pegawai yang 
ditingkatkan 
kompetensi  

15 orang 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


